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ABSTRAK 

PERENCANAANPENGEMBANGAN 
SUMBERDAYAAPARATUR 

(STUDI PADA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT) 

Muhamad Wasisto, ST 
Jaguna.nexian@gmail.com 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

Aparatur sebagai penggerak pembangnnan mernbutuhkan perhatian sarna besar 
dengan pembangunan itu sendiri. Surnber Daya Aparatur (SDA) inilah yang diharapkan 
rnarnpu untuk rnenciptakan pencapaian tujuan nasional. Dikarenakan adanya tuntutan yang 
tinggi oleh masyarakat rnaupun organisasi menjadikan penelitian atas pengernbangan SDA ini 
sangat penting. 

Perencanaan pengernbangan aparatur di Kabupaten Kotawaringin Barat 
meliputi rnenilai kapasitas SDA saat ini, rnerarnalkan kebutuhan SDA, analisis kesenjangan, 
mengernbangkan strategi SDA yang mendukung Visi dan Misi Daerah. Adapun fuktor 
pendukung perencanaan pengernbangan SDA adalah dana cukup, sarana dan prasarana yang 
rnemadai, kornitrnen pemerintah yang mendukung serta adanya rnandat peraturan pemerintah 
yang mengharuskan adanya perencanaan pernbangunan daerah termasuk pengembangan 
aparatur. Sedangkan faktor pengharnbatnya adalah tenaga perencana pegawai masih kurang 
ber_kornpetensi., perubahan Undang - Undang nomor 5 tahun 2014 belum ada petunjuk 
pelaksanaannya dan penjenjangan jabatan struktural yang tidak boleh kurang dari 
bawahannya rnenjadi kesulitan dalarn menempatkan surnber daya terbaik untuk menduduki 
suatu jabatan. 
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ABSTRACT 

THE PLANNING OF CIVIL SERVANT DEVELOPMENT IN 
KOTAWARINGIN BARAT 

Muhamad Wasisto, ST 
Lagunanexian@gmail.com 

Graduate Studies Program 
Indonesia Open University 

Civil Servant as an engine of development requires equal attention to the development 
it self. Civil servant is expected to be able to achieve national goals. Due to the high 
expectacy by the people or organization to make the research on the development of these 
civil servant is very important. 

The planning of civil servant development in Kotawaringin Barat includes assessing 
the current human resource capacity, forecasting human resource requirement gap analysis, 
developing human resource strategies to support organization strategies that support the 
regency's vision and mission. The supporting factors of the planning of civil servant 
development is adequate funding, adequate infrastructure, support by government's 
commitment and also support by the mandates of government regulations that require regional 
planning, including the civil servant development. While the contrain factoris that planners 
still less competent employees, the changes of act no. 5 of 2014 there has been no 
implementation guidance yet., policy about the structure position. 
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BABIV 

BASIL DAN PEMBAHASAN 

IV. I Basil Penelitian 

IV.l.l Perencanaan Pengembangan Somber Daya Aparatur di Kabupaten 

Kotawaringin Barat 

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penelitian ini 

dibatasi pada perencanaan pengembangan somber daya aparatur di Kabupaten 

Kotawaringin Barat. Dimana yang dirnaksud dengan Pengembangan adalah terfokus 

pada dua hal yakni Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) serta Mutasi Pegawai. 

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan 

dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, bahwa yang dimaksud dengan 

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil adalah proses penyelenggaraan 

belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. 

Sedangkan yang dimaksud dengan mutasi dalam penelitian ini dibatasi pada 

pergeseran posisi dan promosi saja, tidak termasuk pemutusan hubungan kerja 

(PHK.)/ pemberhentian seperti pengertian pada Badan Kepegawaian Daerah dan 

tidak termasuk pula pergeseran karena batas usia pension. Selain itu penelitian ini 

juga tidak memasukkan ke dalam fokus penelitian mengenai penempatan caJon 

Pegawai Negeri Sipil dari rekruitrnen. 

Dengan mengingat kembali batasan penelitian akan membuat proses 

pengumpulan data dan pembahasan dari suatu penelitian akan tetap pada jalan yang 

telah ditetapkan sebelumnya sehingga penelitian terfokus pada yang telah 
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---------------

direncanakan. Tentu saja hal ini akan membuat penelitian Iebih dapat memberikan 

basil yang akurat dan bermanfaat. 

Pada tahun 2015, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin 

Barat melalui bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) mengirim 15 orang untuk 

mengikuti Diklatpim dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Rincian Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Diklatpim Tahun 2015 
No J enis Diklat Jumlah yg dikirim Tahun 

1 Diklatpim 2 5 2015 

2 Diklatpim 3 4 2015 

3 Diklatpim4 6 2015 

Jumlah 15 

Dan pada tahun 2015 juga dilakukan mutasi sebanyak 242 Aparatur Sipil 

Negara (ASN) ke tempat keija yang barn dengan rincian sebagai berikut : 

Tbl42Ri. M "A s· "IN a e ncmn utas1 ~paratur IPI egara T h 2015 aun 
No Jenis Mutasi Jumlah 

1 Mutasi dalam daerah baik antar SKPD atau antar Kecamatan 221 

2 Mutasi antar Kabupaten atau Provinsi 21 

Jumlah 242 
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" ... menurut Kepala Bidang Pengembangan Swnber Daya Aparatur Bapak Muallami, 
242 ASN mayoritas berprofesi Tenaga Pengajar dan Kesehatan dan mutasi ini 
merupakan bagian dari penyegaran dan peningkatan kinerja pegawai serta 
merupakan salah satu pola pembinaan pegawai ... " 

Karena swnber daya aparatur merupakan penggerak pembangunan daerab, 

maka perencanaan pengembangan swnber daya aparatur Kabupaten Kotawaringin 

Barat tidak berdiri sendiri melainkan masih tergabung secara utuh dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerab (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengab Daerah (RPJMD) yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin 

Barat. Didalam perencanaan tersebut terdapat penjelasan tentang program yang 

diambil dan masalab yang sedang dihadapi sehubungan dengan peningkatan aparatur 

pemerintah. Hal ini menjelaskan mengapa pengembangan swnber daya aparatur 

harus direncanakan. 

Perencanaan pengembangan swnber daya aparatur sebagai suatu dasar dari 

suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja pegawai 

merupakan bagian yang mutlak harus disusun dengan baik. Perencanaan yang dibuat 

dengan tidak menggunakan metode yang sesuai hanya akan menghasilkan produk 

yang tidak bermanfaat dan hanya membuang percwna anggaran yang dialokasikan 

untuk pelaksanaan dari perencanaan tersebut. 

Perencanaan pengembangan swnber daya aparatur dibuat secara 

berkesinambungan. Setelah dibuat master plan dalam perencanaan strategis periode 

20 tabun, kemudian diturunkan dalam perencanaan periode 5 tahun dan perencanaan 

tabunan. Hal ini dibuat selain karena telab diamanabkan dalam peraturan pemerintah 
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Juga karena pemerintah membutuhkan perencanaan yang menyeluruh sehingga 

diharapkan hasil yang diperoleh akan lebih efektif dan efisien. 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat membuat perencanaan 

pengembangan sumber daya aparaturnya dengan arah untuk mendukung 

tercapainya visi dan misi daerah yang sedang di perjuangkan. 

Dengan visi yaitu " Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Barat yang 

Sejahtera, Berkeadilan dan Jaya". 

Adapun Misi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 3 (tiga) 

point yaitu sebagai berikut: 

1. Melanjutkan Pembangunan Kotawaringin Barat Sebagai Daerah 

Pengembangan Pembangunan. 

2. Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang. 

3. Menuju Kejayaan Kotawaringin Barat. 

Misi tersebut seperti yang disepakati datam Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Kabupaten Kotawaringin Barat, Pemerintah yakni Kepala Daerah beserta 

para birokrat yang ada mengerahkan segala kemampuan dan potensinya. Begitu pula 

dengan sumber daya aparatur daerah juga dituntut untuk mampu menjawab 

tantangan dengan berkinerja profesional. Pengembangan sumber daya aparatur 

difokuskan guna mencapai visi dan misi sesuai dengan target waktu dan capaian. 

Dengan demikian perencanaan pengembangan sumber daya aparatur 

mengikuti komitmen yang telah disepakati oleh pemerintah dalam visi dan misi yang 

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 -2025. 
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IV.l.l.l Menilai Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

Di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menyusun perencanaan 

pembangunan di berbagai sektor dilakukan di masing - masing Satuan Keija 

Perangkat Daerah (SKPD) yang kemudian di himpun menjadi kesatuan rencana 

pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Barat. Tiap SKPD terkait membuat perencanaan pada masing- masing 

dinas/badan. 

BKD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menjalankan tugas pokok dan 

fungsinya memiliki 1 Sekretariat dan 4 bidang yakni Bidang Pembinaan Aparatur, 

Bidang Mutasi dan Data, Bidang Pengembangan Karier dan Bidang Pendidikan 

dan Latihan (Diklat). Sedangkan yang berhubungan dengan pengembangan dalam 

konteks penelitian ini adalah bidang Pengembangan Karier, bidang Pendidikan dan 

Pelatihan. 

Bidang Pengembangan Karier dan Bidang Pendidikan dan Latihan 

masing - masing merupakan bagian yang kemudian memulai proses perencanaan 

dengan menjaring data dan informasi dari SKPD. Permintaan data dan informasi 

tersebut berupa surat dan format yang harus di isi dan dikirimkan kembali ke BKD 

dalam waktu yang ditentukan. Data dan informasi dari SKPD yang diambil adalah 

tentang ketersediaan dan kebutuhan SKPD akan pegawai serta pengembangannya. 

Surat permintaan data dari BKD kemudian ditindaklanjuti oleh SKPD dengan 

memberikan data sesuai dengan format yang telah distandarkan oleh BKD. Data 

tentang ketersediaan pegawai disusun secara urut berdasarkan kepangkatan. Format 

data tersebut disebut dengan Daftar Urut Kepangkatan (DUK). DUK ini merupakan 
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data dasar BKD dalam mengadministrasi pegawai di seluruh wilayah keijanya 

dalam berbagai hal. DUK dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk 

banyak kegiatan pengadministrasian pegawai oleh BKD. Diantaranya adalah 

mengagendakan kenaikan pangkat berkala, promosi untuk pegawai yang sudah 

mencapai pangkat tertentu, pendidikan dan pelatihan jabatan serta batas waktu 

pens1un. 

Selain Daftar Urut Kepangkatan, BKD juga menjaring kebutuhan SKPD 

untuk posisi jabatan tertentu yang belum terisi (baik jabatan struktural maupun 

fungsional), usulan promosi jabatan untuk pegawai yang dinilai oleh Kepala SKPD 

telah memenuhi persyaratan serta kebutuhan akan peningkatan kompetensi sumber 

daya aparatur. 

Kepala Bidang Mutasi dan Data Pegawai BKD Kabupaten Kotawaringin 
Barat menjelaskan : 

" ... dalam mengumpulkan data, mula- mula karni mengirim surat ke semua 
SKPD untuk mengisi format - format yang kami ajukan antara lain berisi data 
seluruh pegawai mulai dari nama, NIP, Pangkat/Golongan, pendidikan dan lain -lain 
untuk kemudian kembali dikirim ke BKD pada tanggal yang ditentukan. Kemudian 
dari data dan informasi itu dibuatlah DUK dan bezetting ... " 

Bezetting merupakan gambaran dari kondisi pegawai dan jabatan yang ada 

pada saat ini. Bezetting dibuat berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor 75 Tahun 2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan 

Pegawai berdasarkan Beban Keija Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai 

Negeri Sipil. 

Terdapat beberapa tabel di dalam bezetting yang dapat digunakan untuk 

mengetahui ketersediaan pegawai yang dimiliki maupun jabatan yang ada pada 

pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Tabel 4.1 dan Tabel 4.2). Pada tahap 
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pembuatan bezetting ini pula dilakukan penilaian terhadap kapasitas sumber daya 

aparatur yang ada. 

Kepala Bidang Mutasi dan Data Pegawai BKD Kabupaten Kotawaringin 
Barat menambahkan : 

" ... pada penyusunan bezetting dilakukan penilaian kapasitas terhadap pej a bat 
yang menduduki suatu jabatan, apakah sudah sesuai dengan kualifikasi yang 
dibutuhkan oleh jabatan yang didudukinya atau belum. Disini mencakup jabatan 
struktural maupun fungsional" 

Setiap pegawai akan dinilai kapasitasnya, apakah seseorang yang menduduki 

suatu jabatan telah sesuai dengan jabatan yang sedang didudukinya atau belum. Hal 

ini dilakukan dengan membandingkan antar kualifikasi yang dibutuhkan oleh suatu 

jabatan dengan kualifikasi yang dimiliki oleh pegawai yang sedang dinilai 

kapasitasnya. Penilaian ini tidak hanya dilakukan untuk pemegang jabatan struktural 

saja, tetapi juga pegawai dengan jabatan fungsional umum (stat) maupun jabatan 

fungsional khusus. 

Selain didasarkan pada ijazah yang dimiliki, pegawai mulai golongan III 

dinilai dengan menggunakan tes kompetensi. Tes ini dilaksanakan secara bertahap 

karena mengingat jumlah pegawai sedemikian banyak sehingga pelaksanaan tes tidak 

mengganggu aktivitas pelayanan publik. Tes kompetensi dilakukan untuk menilai 

kapasitas pegawai sehingga pengangkatan pegawai dalam jabatan akan dapat 

ditingkatkan obyektifitasnya atau dalam kata lain penerapan sistem merit dapat 

dilaksanakan dengan baik. 

IV.1.1.2 Meramalkan Kebutuhan Sumber Daya Aparatur 

Setelah data dan informasi dari SKPD dihimpun, BKD meramalkan 

kebutuhan sumber daya aparatur. Data perkiraan pegawai yang memasuki usia 
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pensiun, permohonan berhenti, terminasi dan pegawai yang meninggal dunia serta 

perubahan struktur organisasi pemerintab semuanya menaikkan kebutuhan 

personalia. Data masa lalu tentang hal - hal tersebut dan tren perkembangannnya 

bisa berfungsi sebagai pedoman peramalan yang akurat. 

Kepala Bidang Mutasi dan Data Pegawai BKD Kabupaten Kotawaringin 

Barat melanjutkan penjelasan mengenai perencanaan pengembangan aparatur 

sebagai berikut : 

" ... Kemudian, bezetting dilanjutkan dengan perumusan tabel ketiga yaitu Perkiraan 
Perubahan Komposisi Pegawai dan tabel keempat Perkiraan Persediaan Pegawai ... " 

Dari data dan informasi yang tepat, peramalan kebutuhan dapat dilakukan 

untukjangka waktu yang panjang, dengan memperhatikan trend di masa lalu selama 

beberapa tabun. Peramalan ini bermanfaat untuk perencanaan terutarua yang 

berhubungan dengan anggaran kebutuhan dengan memperhatikan kebijakan yang 

akan diambil oleh pemerintab. Misalnya pada saat berkembang wacana akan 

diberlakukannya program Jaminan Kesehatan Nasional pada beberapa tahun yang 

lalu. Dari Kabupaten Kotawaringin Barat segera merespon dengan mengirimkan 

beberapa tenaga kesehatan untuk tugas belajar, maka ketika di tahun 2014 Jaminan 

Kesehatan Nasional diberlakukan, Kabupaten Kotawaringin Barat telah cukup 

memiliki tenaga kesehatan yang berkompeten, sehingga pada tahun yang 

bersangkutan tinggal menambahkan kekurangannya saja. 

Kemudian untuk mendapatkan peramalan yang akurat, akan sangat 

dibutuhkan informasi tentang penyediaan tenaga yang berkompeten sesuai dengan 

tuntutan perkembangan teknologi seperti misalnya rencana peningkatan kelas oleh 
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Rumah Sakit Umum Daerah dari Tipe C menjadi Tipe B akan membutuhkan banyak 

peningkatan keterampilan baik dalam manajemen maupun fungsional. 

IV.1.1.3 Analisis Kesenjangan 

Analisis kesenjangan adalah suatu kegiatan membandingkan antara 

kebutuhan pegawai dengan persediaan pegawai. Perbandingan data dan informasi 

dari SKPD dengan daftar perkiraan kebutuhan akan menunjukkan jumlah posisi 

jabatan yang kosong serta kebutuhan akan peningkatan kompetensi. 

Data dan informasi mengenai kebutuhan pegawai beserta kompetensinya 

selain didapat dari peramalan yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa 

bidang yang sudah memiliki standarisasi dari instansi induknya seperti misalnya 

untuk kebutuhan pegawai di rumah sakit sudah memiliki standar dari Kementerian 

Kesehatan yang harus dipenuhi. Hal ini berlaku baik untuk tenaga medis, tenaga 

paramedis maupun tenaga non medis. 

Kepala Bidang Mutasi dan Data Pegawai BKD Kabupaten Kotawaringin 

Barat melanjutkan : 

" ... dari data persediaan dibandingkan dengan ramalan kebutuhan pegawai, 
didapatkan sejumlah informasi mengenai apa saja yang harus ditambah dan 
diadakan. Ada kelebihan dimana dan kekurangan dimana. Jadi kita tahu apa yang 
harus diketj akan .. .' 

Oleh karena itu, dalam pengambilan kebijakan formasi keseimbangan antara 

kebutuhan dan persediaan agar ditabulasikan ke dalam bentuk tabel. 

Dari analisis kesenjangan dibuat dengan cara mengurangkan jumlah 

pegawai dari kebutuhan yang seharusnya dipenuhi. Seperti misalnya kesenjangan 

jumlah pejabat struktural adalah jumlah posisi jabatan yang ada dikurangi dengan 
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jumlah jabatan yang telah terisi (tabel 4.7 dan gambar 4.2). Kemudian dari jabatan 

yang belum terpenuhi dilihat kualifikasi yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan 

tersebut. Dari gambaran tersebut dapat dicari personil dalam daftar persediaan 

pegawa1. 

Jika sudah didapat beberapa nama yang dapat memenuhi kriteria yang 

dibutuhkan. Badan Kepegawaian Daerah membawa usulan tersebut kepada Badan 

Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan untuk diolah dan dianalisa lebih lanjut. 

Kemudian dengan pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, 

daftar diusulkan kepadaKepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan. 

Sedangkan apabila dalam analisa BKD belum terdapat kandidat yang sesuai 

dengan kriteria yang dibutuhkan untuk menempati jabatan yang kosong secara 

kompetensi dan pendidikan yang belum memadai, maka BKD akan mengajukan 

anggaran pengadaan pendidikan dan pelatihan untuk kandidat guna mengikuti 

pendidikan dan pelatihan. 

Tabel4.3 

No 

I Eselonll 0 

2 Eselon ITI 9 0 

3 Eselon IV 60 14 

*) karena usia kurang dari 5 tahun dari batas usia pensiun 
Sumber Data Bidang Diklat BKD Kab. Kotawaringin Barat. 
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Kesenjangan lain berupa kebutuhan pendidikan dan latihan jabatan 

struktural (Tabel 4.8) maupun teknis fungsional. Masih terdapat 55 orang dari 

pejabat struktural di Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini menuntut BKD di 

Kabupaten Kotawaringin Barat untuk lebih memperhatikan perencanaan Diklat 

j abatan struktural di wilayah kerj anya. 

Tabel4.4 Kesenjangan Jumlah Posisi Jabatan Struktural dibandingkan dengan 
Jabatan yang telah terisi 

No Eselon Jumlah Formasi J umlah J abatan 

Dari rangkaian proses perencanaan pengembangan sumber daya aparatur 

dirangkurn menjadi satu kemudian diajukan sebagai bagian dari perencanaan 

pembangunan daerah. 

Namun terkadang terdapat beberapa kesulitan dalam peramalan jika 

pernerintah rnengadakan perubahan struktur organisasi sehingga terdapat beberapa 

penarnbahan dan pengurangan jabatan yang telah ada. Hal ini ditunjukkan dengan 

adanya beberapa kasus yang terjadi seperti misalnya pada Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Barat yang dibentuk pada bulan 

April 2015, narnun pengisian pejabat sebagai penanggungjawab secara struktural 

belurn dapat dipenuhi hingga bulan November 2015. 
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IV.1.1.4 Mengembangkan Strategi Sumber Daya Aparatur yang mendukung 

Visi dan Misi Daerah 

I. Pihak - pihak yang berkepentinganlstakeholder dalam perencanaan 

pengembangan sumber daya aparatur 

Didalam pelaksanaan perencanaan pengembangan sumber daya 

aparatur terdapat banyak pihak yang berkepentingan. Hal ini dikarenakan 

sumber daya aparatur merupakan aset strategis bagi pembangunan. 

Mengembangkan sumber daya berarti telah mengembangkan aset bagi 

pembangunan karena manusia adalah merupakan penggerak pembangunan. 

Dengan faktor manusia dikembangkan, hal 1m dapat membawa 

perkembangan pembangunan kearah percepatan pencapaian tujuan dengan 

lebih efektif dan efisien. 

Seperti yang dikemukakan Kepala Bidang Diklat dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia BKD Kabupaten Kotawaringin Barat : 

" ... selain BKD ya banyak yang berkepentingan. Terutama dari Bapak Bupati, 
Pak Sekda, SKPD, personilnya Baperjakat juga berkepentingan untuk 
perencanaan SDM' 

Dari pemyataan tersebut diketahui bahwa banyak pihak -pihak yang 

berkepentingan dalam masalah pengembangan sumber daya aparatur. Mereka 

adalah pihak yang dengan adanya pengembangan aparatur berharap akan 

mendapatkan nilai lebih. Pihak - pihak yang berkepentingan dalam masalah 

pengembangan sumber daya aparatur adalah : 
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a) Kepala Daerah I Bupati 

Dengan perencanaan pengembangan yang tepat, Kepala Daerah akan 

mendapatkan sumber daya aparatur terbaik untuk dapat mencapai visi 

dan misi daerah. Karena hanya dengan sumber daya terbaik yang dapat 

menerapkan teknologi yang tepat dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

yang diamanatkan kepadanya. Dengan perencanaan pengembangan pula, 

Kepala Daerah akan menempatkan orang -orang terbaik yang akan 

mendukung program- programnya sehingga akan meningkatkan kineija 

pemerintahaunya. 

b) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) 

Tugas pokok dan fungsi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan 

sangat berkaitan erat dengan pemilihan sumber daya aparatur terbaik 

untuk menempati jabatan tertentu dalam pemerintahan. Dengan adanya 

perencanaan yang baik, akan semakin banyak didapatkan sumber daya 

berkualitas yang dapat ditempatkan untuk menduduki posisi strategis. Hal 

ini akan membuat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan 

semakin banyak memiliki pilihan yang akan diajukan sebagai bahan 

pertimbangan Kepala Daerah untuk mengisi jabatan - jabatan struktural 

pemerintah dengan orang- orang terbaiknya. 

c) Sekretaris Daerah 

Sekretaris Daerah merupakan jabatan tertinggi pegawai negeri sipil 

daerah di seluruh wilayah keijanya. Sebagai pemimpin, sekretaris daerah 

memiliki kewajiban untuk mengembangkan sumber daya di bawah 
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kepemimpinannya baik sebagai individu maupun organisasional 

pemerintah daerah. 

Dengan perencanaan, Sekretaris Daerah dapat mengembangkannya 

secara optimal. Dengan demikian, tugas dan fungsi Pegawai Negeri Sipil 

baik yang memegang jabatan sebagai pejabat fungsional maupun 

struktural dapat terselesaikan dengan baik. Hal ini berpengaruh terhadap 

beijalannya tugas dan fungsi organisasi yang dipimpinnya. 

Dengan demikian Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

sangat berkepentingan terhadap perumusan perencanaan pengembangan 

sumber daya aparatur di Kabupaten Kotawaringin Barat. 

d) Badan Kepegawaian Daerah 

Mengembangkan sumber daya aparatur merupakan salah satu fungsi 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Sehingga 

Badan Kepegawaian Daerah berkewajiban untuk membuat perencanaan 

sehubungan dengan pengembangan sumber daya aparatur di wilayah 

keijanya. 

Dalarn merumuskan perencanaan sebagaimana dimaksud diatas, Badan 

Kepegawaian Daerah bekeija sarna dengan seluruh Satuan Keija 

Perangkat Daerah yang ada dalarn wilayahnya dalam hal penjaringan 
. 

data dan informasi baik mengenai kebutuhan pendidikan dan pelatihan 

maupun posisi jabatan harus diisi. Dengan demikian pengembangan 

dapat direncanakan sesuai dengan kebutuhan . Satuan Keija Perangkat 
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Daerah dan hasilnya diharapkan menjadi lebih efektif dan efisien bagi 

pembangunan daerah. 

e) Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Sebagaimana unit kerja dimana pegawai melaksanakan tugas dan 

fungsinya, Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan bagian yang 

paling mengetahui keadaan kepegawaian serta kebutuhan dalam 

pencapaian kinerjanya. Hal tersebut menjadikan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah terlibat dalam penyusunan perencanaan pengembangan sumber 

daya aparatur sebagai sumber data dan informasi. 

Disamping itu, sebagai pengguna dari produk yang dihasilkan dari 

pengembangan sumber daya aparatur, SKPD juga sangat berkepentingan 

dalam proses perencanaannya. Pengembangan pegawru sangat 

berpengaruh terhadap operasional berjalrumya suatu unit kerja. 

f) Pegawai 

Secara individu pegawai merupakan bagian yang paling berkepentingan 

dalam rencana pengembangan sumber daya aparatur. Untuk dapat 

menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal sebagai aparatur 

pemerintah seorang pegawai membutuhkan pengembangan kompetensi. 

Oleh karena itu seorang pegawai negeri sipil dapat mengusulkan 

pengembangan dirinya melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah dimana 

dia ditempatkan. 

Seorang pegawai membutuhkan pengembangan karena tuntutan tugas 

semakin meningkat. Pengembangan yang dibutuhkan baik berupa 
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pendidikan/pelatihan teknis fungsional, pendidikan/pelatihan struktural 

rnaupun dalarn bentuk rnutasi, sangat berpengaruh terhadap kineljanya. 

Untuk itu pernerintah sudah sepantasnya mernberikan rnakna positif 

terhadap kebutuhan tersebut. 

II. Periode Penyusunan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya 

Aparatur. 

Penyusunan perencanaan surnber daya aparatur dilakukan 

rnengikuti perencanaan pernbangunan daerah. Hal ini berarti setiap 

daerah menyusun perencanaan pernbangunan yang mana di dalarnnya 

terdapat perencanaan pengernbangan surnber daya aparatur. 

Badan Kepegawaian Daerah rnenyusun rencana pengernbangan 

surnber daya aparatur pada periode 20 tahunan sebagai bagian dari 

Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), kernudian 

periode 5 tahunan sebagai bagian dari Rencana Pernbangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) yang diturunkan pada setiap tahun dengan 

perencanaan periode tahunan yang lebih terinci dalam susunan Rencana 

Kelja Pernbangunan Daerah (RKPD). 

Tentang periode penyusunan perencanaan pengernbangan surnber 

daya aparatur terdokurnentasi pada Badan Perencanaan Pernbangunan 

Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. 
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m. Ruang Lingkup 

Sesuai dengan data yang diambil dari Badan Kepegawaian 

Daerah (BKD) Kabupaten Kotawaringin Barat, ruang lingkup 

perencanaan pengembangan sumber daya aparatur di kabupaten 

Kotawaringin Barat mencakup seluruh Pegawai Negeri Sipil Daerah di 

wilayah kerja Kabupaten Kotawaringin Barat. Dimana jumlah pegawai di 

wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut : 

T b 1 4 5 Juml h A t S. ·r N a e. a \para ur •I PI egara KbKta. "B t a. o wanngm ara 
No NamaSKPD Jumlah Pegawai 

1 Sekretariat Daerah 183 

2 Sekretariat DPRD 34 

3 Inspektorat 46 

4 Bappeda 37 

5 Badan Lingkungan Hidup 37 

6 Badan Kepegawaian 44 

7 Badan Pemberdayaan Perempuan & KB 56 

8 Badan Pemberdayaan Masy. & Desa 39 

9 Badan Kesbangpollinmas 37 

10 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 21 

11 Dinas Kesehatan 78 

Puskesmas 326 

Pustu 91 
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Poskesdes I 

12 Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga 81 

Disdikpora Kec. Arut Selatan 1.015 

Disdikpora Kec. Arut Utara 121 

Disdikpora Kec. Ktw. Lama 226 

Disdikpora Kec. Kumai 441 

Disdikpora Kec. Pangkalan Lada 285 

Disdikpora Kec. Pangkalan Banteng 256 

13 Dinas Pekeijaan Umum 94 

14 Dinas Pertanian dan Petemakan 57 

15 Dinas Perhub, Komunikasi & Inform. 51 

16 Dinas Tenaga Keija & Transmigrasi 41 

17 Dinas Perindustrian & Perdagangan 38 

18 Dinas Kehutanan 68 

19 Dinas Perkebunan 40 

20 Dinas Kelautan & Perikanan 43 

21 Dinas Kebudayaan & Pariwisata 36 

22 Dinas Koperasi, UKM & Pasar 55 

23 Dinas Kependudukan & Capil 35 

24 Dinas Pengelola Keuangan 70 

25 Dinas Sosial 39 

26 RSUD Sultan Imanuddin 320 
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27 Kantor Kornisi Pernilihan Urn urn 3 

28 Kantor Satpol PP 51 

29 Kantor Perpustakaan, Arsip & Dokurnentasi Daerah 23 

30 Kantor Penyuluhan Pertanian & Ketahanan Pangan 126 

31 Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan 21 

32 Kantor Carnat Arut Selatan 31 

Kelurahan Baru 12 

Kelurahan Mendawai 9 

Kelurahan Mendawai Seberang 11 

Kelurahan Raja 11 

Kelurahan Raja Seberang 11 

Kelurahan Sidorejo 9 

Kelurahan Madurejo 11 

33 Kantor Carnat Kurnai 29 

Kelurahan Kurnai Hilir 7 

Kelurahan Kumai Hulu 11 

Kelurahan Candi 10 

34 Kantor Carnat Arut Utara 25 

Kelurahan Pangkut 9 

35 Kantor Carnat Kotawaringin Lama 24 

Kelurahan Kotawaringin Hilir 11 

Kelurahan Kotawaringin Hulu 9 

67 

43046.pdf



36 Kantor Camat Pangkalan Lada 22 

37 Kantor Camat Pangkalan Banteng 24 

Jumlah 4.952 

IV. Strategi Pereocaoaao Peogembaogan Sumber Daya Aparatur 

Seperti yang telah dikemukakan di depan, perencanaan 

pengembangan sumber daya aparatur di Kabupaten Kotawaringin Barat 

untuk mencapai visi dan misi daerah. 

Dengan didukung anggaran sebesar Rp. 3.197.400.000 pada tahun 

2015, perencanaan pengembangan sumber daya aparatur diharapkan dapat 

memberikan hasil yang maksimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi 

Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun anggaran tersebut dialokasikan dua 

program dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, 

yaitu : 

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 

Termasuk di dalam kedua program tersebut adalah pelaksanaan 

Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Pendidikan dan Pelatihan 

Fungsional, Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah, Penyaringan Tugas 

Belajar dan Ikatan Dinas, Penataan Sistem Administrasi Kenaikan 

Pangkat, Rapat Koordinasi Kenaikan Pangkat, Rapat Koordinasi 

Mutasi/Promosi Jabatan dan Penyusunan Bezetting. 
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Pengembangan Sumber Daya Aparatur di Kabupaten 

Kotawaringin Barat pada tahun 2016 merencanak:an pelak:sanaan rapat 

koordinasi untuk kenaikan pangkat. Rapat ini diadak:an untuk menentukan 

kenaikan pangkat regular dan pilihan untuk pegawai yang telah 

memenuhi. Rapat ini dikuti oleh para anggota Badan Pertimbangan 

Jabatan dan Kenaikan Pangkat. Dalam satu tahun terdapat dua periode 

kenaikan pangkat yaitu pada bulan April dan Oktober. Didalam rapat ini 

pula dapat diusulkan nama - nama pegawai yang tidak: mendapatkan 

kenaikan pangkat karena sedang mendapatkan hukuman penundaan 

kenaikan pangkat. 

Kemudian merencanakan perihal pendidikan dan pelatihan 

pegawai. Dari informasi yang telah diperoleh tentang kebutuhan 

peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, BKD memilah 

permintaan dari SKPD dan menyusun prioritas sesuai dengan kepentingan 

dan disesuaikan dengan pagu yang telah ditetapkan untuk BKD dalam 

APBD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam tahun anggaran yang 

dimaksud. 

Prioritas perencanaan pendidikan dan pelatihan dengan proses 

yang disusun untuk tahun 2016 adalah merupak:an turunan dari yang telah 

di paparkan pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2013-

2018. 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 

tentang Pendidikan dan Pelatihan J abatan Pegawai Negeri Sipil, pelak:sana 
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diklat adalah Lembaga Dik:lat Pemerintah yang terakreditasi. Untuk itu. 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menjalin kemitraan dengan 

Badan Pendidikan dan Pelatihan Diklat Pemerintah Propinsi Kalimantan 

Tengah, Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

Dan untuk mendapatkan data diklat yang dilaksanakan oleh 

pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat secara 

akurat yang didukung oleh kebijakan Diklat Aparatur oleh Bupati 

Kotawaringin Barat, adalah penerapan kebijakan Pendidikan dan 

Pelatihan Sistem Satu Pintu. Dengan demikian perencanaan pendidikan 

dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai diharapkan 

lebih tertata dan lebih tepat sasaran. 

Diklat perlu dilakukan dengan "Pola Satu Pintu" dengan 

menggunakan dua pertimbangan, yaitu : 

1. Segi Manajemen, dik:lat satu pintu dimaksudkan untuk : 

a. Mencegah duplikasi program 

b. Mencegah duplikasi kelompok sasaran 

c. Menghindari pemborosan biaya 

d. Menghindari pemanfaatan hasil diklat yang kurang optimal 

e. Agar program diklat dapat terlaksana dan terkendali secara lebih 

efektif dan efisien 

2. Segi Teknis 

Karena lembaga dik:lat yang terakreditasi telah memenuhi sarana dan 

prasarana diklat yang diperlukan, mempunyai program diklat baku 
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seperti diklat prajabatan dan diklat dalarn jabatan dengan kurikulum, 

silabus dan modulnya mempunyai tenaga pengajar yang profesional 

(widyaiswara) dan mempunyai kompetensi dalam pemberian 

sertfikasi. 

Gambar 4.1 Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV 
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 di Badan Diklat 
Palangkaraya 

Data dan informasi yang terkurnpul sebagaimana dipaparkan 

sebelumnya merupakan data yang sebagian besar diperoleh dari BKD. 

Namun setelah dilakukan crosscheck di beberapa SKPD pengguna 

dari perencanaan pengembangan sumber daya aparatur temyata 

terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan. Permasalahan 

tersebut antara lain misalnya penawaran pendidikan dan pelatihan 

yang diberikan oleh BKD hampir semua merupakan penawaran untuk 
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mengikuti diklat jabatan struktural eselon N dan eselon III, seperti 

pemyataan yang dikutip dari seorang pejabat eselon II pada Dinas 

Pertanian dan Petemakan : 

"penawaran diklat dari BKD kebanyakan hanya untuk diklat 
struktural. Sedangkan untuk diklat teknis dan fungsional kami 
Iangsung mengirim ke Bandiklat Propinsi karena mereka yang 
menawarkan diklat yang kami butuhkan" 

Pemyataan tersebut yang senada dengan pemyataan dari 

seorang pejabat di Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam 

Kabupaten Kotawaringin barat. Hanya sedikit sekali penawaran untuk 

pengmman peserta diklat fungsional. Sedangkan SKPD sering 

mendapat penawaran Iangsung dari Iembaga pelaksana diklat. 

Kemudian untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kompetensi, 

SKPD mengirimkan personilnya untuk mengikuti pelatihan tanpa 

berkoordinasi dengan pihak BKD. 
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Gambar 4.2 Pelaksanaan Pendictikan dan Pelatihan Kepemimpinan 
Tingkat III Kabupaten Kotawaringin Barat di Badan 
Diklat Semarang 

Dan sebagai harapan SKPD adalah bahwa pelaksanaan diklat 

satu pintu akan dapat dijalankan tepat sasaran sehingga investasi yang 

dikeluarkan akan berrnanfaat. Pejabat dari Dinas Pertanian dan 

Petemakan tersebut juga menambahkan : 

"sebenarnya kalau BKD bisa mengadakan ctiklat yang kami 
butuhkan, kami sangat mendukung. Pasti akan lebih dapat menghemat 
anggaran tapi pelaksanaannya juga harus tepat waktu. Misalnya diklat 
untuk Petugas PenyuJuh Lapangan tentang menanam padi jangan 
sampai lewat masa tanam padi. Malah sia- sia diklatnya." 

IV.1.2 Faktor Pendorong Perencanaan Pengembangan Somber Daya 

Aparatur di Kabupaten Kotawaringin Barat 

Setelah peneliti melakukan penelitian lebih dalam untuk faktor 

pendorong dan penghambat pada perencanaan pengembangan sumber 
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daya aparatur, ditemukan bahwa terdapat hal yang semula diperkirakan 

merupakan faktor penghambat justru menjadi salah satu faktor 

pendorong. Adapun faktor pendorong tersebut adalah : 

(1) Faktor Pendorong Internal 

a. Anggaran 

Anggaran untuk pendidikan dan pelatihan semula d.i duga 

merupakan faktor penghambat dalam perencanaan pengembangan 

sumber daya aparatur. Namun temyata dianggarkan cukup besar yaitu 

sebesar Rp. 3.197.400.000,- yang tercantum pada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015. Dana 

tersebut diperkirakan cukup untuk mencover kebutuhan dalam 

perencanaan pengembangan Sumber Daya Aparatur. 

b. Komitmen Pemerintah 

Komitmen pemerintah yang mendukung perencanaan 

pengembangan sumber daya aparatur ditunjukkan dengan alokasi 

pendanaan yang cukup serta instruksi Bupati Kotawaringin Barat dalam 

rapat d.inas untuk membuat telaah rencana pengembangan sumber daya 

aparatur di bidang kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 

Kotawaringin Barat. Alokasi anggaran khusus diberikan untuk tugas 

belajar calon dokter spesialis dan calon dokter sub spesialis. 

Bupati Kotawaringin Barat memberikan kesempatan kepada dokter 

umum Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

untuk mengikuti tugas belajar pada jenjang Dokter Spesialis dan Dokter 
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Sub Spesialis untuk mengikuti tugas belajar dengan diberikan bantuan 

sejumlah dana. Tugas belajar dokter ini dipersiapkan untuk mendukung 

program pemerintab pusat yaitu Jaminan Kesehatan Nasional. 

(2) Faktor Pendorong Eksternal 

a. Peraturan Pemerintah 

Sesuai dengan mandat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap daerah harus 

menyusun Rencana Pembangunan Daerah. Kabupaten Kotawaringin 

Barat telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) untuk periode tahun 2005 -2025. Dimana untuk perencanaan 

pengembangan sumber daya aparatur telah tercakup didalamnya. 

Dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ini 

dijabarkan dalam rencana dengan periode 5 tahunan yakni Rencana 

Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) dan kemudian 

dituangkan dalam rencana tabunan yaitu Rencana Kegiatan 

Pembangunan Daerah (RKPD). Sehingga dalam perencanaan 

pengembangan sumber daya aparatur secara sistematis telah masuk 

dalam perencanaan pembangunan daerah. 

IV.1.3 Faktor Penghambat Perencanaan Pengembangan Somber Daya 

Aparatur di Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Disamping ditemukannya faktor pendorong, dalam penelitian ini 

ditemukan pula faktor - faktor penghambat dalam perencanaan 
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pengembangan surnber daya aparatur di Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Berikut diantara faktor penghambat tersebut adalah : 

(1) Faktor Pengbambat Internal 

Tenaga perencana yang cukup secara jumlab, namun kurang 

secara kompetensi. 

Walaupun perencanaan pengembangan sumber daya aparatur 

merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah, namun 

perencanaannya sendiri disusun oleh Badan Kepegawaian Daerah. 

Sedangkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah hanya berfungsi 

sebagai pengkoordinir penggabungan perencanaan pembangunan 

daerah secara menyeluruh. 

Badan Kepegawaian Daerah sendiri memiliki dua bidang yang 

menangaru masalah pengembangan surnber daya aparatur 

sebagaimana yang dimaksudkan dalam penelitian ini, yakni Bidang 

Pengembangan dan Bidang Pendidikan dan Pelatihan. Sedangkan 

untukjumlah pegawai pada kedua bidang tersebut pada saat ini adalah 

dengan total 17 orang dilampirkan pada tabe1 4.10 

Tabe14.8 J umlah Pegawai pada Bidang Pengembangan dan 

Bidang Diklat B.KD Kabupaten Kotawaringin barat 

No Bidang Pria Wanita Jumlah 

Bidang Pengembangan 

1 Eselon III b 0 1 1 
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2 EselonNa 2 0 2 

3 Staf 3 2 5 

Sub Total 5 3 8 

Bidang Diklat 

1 Eselon 11I b 1 0 1 

2 EselonNa 2 0 2 

3 Staf 3 3 6 

SubTotal 6 3 9 

Total 11 6 17 

Somber : Data dan BKD Kotawanngm Barat 

Dari sejurnlah karyawan di Bidang Pengembangan dan Bidang 

Pendidikan dan Pelatihan, hanya ada satu orang yang pernah 

mendapatkan pendidikan tentang perencanaan surnber daya aparatur 

(diploma IV administrasi kepegawaian) (tabel 4.11 ). Sehingga untuk 

perencanaan pengembangan surnber daya aparatur pada tingkat 

kabupaten secara kualitas dirasakan masih jauh dari yang diharapkan, 

sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala BKD 

" ... dana yang cukup untuk pengembangan pegawai, sayang 
sekali tidak didukung perencana yang kompeten". 

Sehingga sering kali anggaran tidak dapat digunakan secara maksimal. 

Tabel4.9 Data Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat yang pernah 
mendapatkan Pendidikan!Pelatihan Perencana Surnber 
Da aA aratur 

Pendidikan!Pelatihan Tahun mengikuti 
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Perencana Sumber Diklat 
Daya Aparatur yang 
pernah diikuti 

Bidang 
Pengadaaan dan 
Pemberhentian 

1 -
Bidang 
Pengembangan 

1 Suliswanto D -IV Administrasi 2011 
Kepegawaian 

Bidang 
Dokumentasi 
dan Infomasi 

1 - - -
Bidang Diklat 

1 -
Sumber Data : BKD Kotawanngm Barat 

(2) Faktor penghambat eksternal 

a. Undang- Undang barn belum memiliki petunjuk pelaksanaan 

Kepala Sub Bidang Mutasi Pegawai BKD Kabupaten 

Kotawaringin Barat juga mengeluhkan adanya perubahan undang -

undang yang mengatur tentang kepegawaian, namun belum ada aturan 

dibawahnya yang menjadi petunjuk pelaksanaan undang - undang 

terse but. 

" ... perencanaan pengembangan sumber daya aparatur akan sangat 
berbeda antara Undang- Undang yang lama dengan yang baru, karena 
UU 5/2014 ini sangat mengutamakan kompetensi daripada golongan 
/ruang apalagi sistem senioritas. Tapi untuk menyusun rencana dengan 
menggunakan undang - undang baru belum bisa dilakukan karena 
juklak belum ada" 
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Pada saat ini keberhasilan dan kegagalan kebijakan Iebih 

ditentukan oleh daya dukung Iingkungan dari pada keandalan 

kebijakan dan implementasinya (Nugroho, 2009, p.551) 

Dari basil penelitian, sampai dengan saat ini, Undang -

Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum 

memiliki aturan tambahan yang mengatur tentang mutasi serta 

pendidikan dan pelatihan ( diklat). Hal ini menimbulkan ketidakpastian 

dikalangan perencana sehubungan dengan pelaksanaan perencanaan di 

masa mendatang. 

b. Persediaan Pegawai Menurut Golongan /Ruang 

Perjenjangan Jabatan Struktural yang mensyaratkan seorang 

pejabat harus memiliki golongan/ruang yang sama atau lebih tinggi 

dari pada bawahannya menjadi kesulitan dalam menempatkan sumber 

daya terbaik untuk menduduki suatu jabatan. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Kepala BKD Kotawaringin Barat pada saat menanggapi 

pertanyaan penulis tentang promosi pegawai di lingkungan Kabupaten 

Kotawaringin Barat sejak tahun 2010. 

"kesulitan yang lain adalah karena peraturan yang membatasi 
seorang personil yang akan ditempatkan pada posisi pemimpin dengan 
Golongan!Ruangnya yang tidak boleh dibawah anak buahnya karena 
bisa menghambat kenaikan Golongan sibawahannya tadi. Sehingga 
untuk merencanakan pengembangan personil yang berkompeten akan 
terganggu ... " 

Selain itu pegawai dengan kompetensi tinggi yang didapat dari 

tugas belajar juga terhambat pada Peraturan Pemerintah Republik 
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Indonesia Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai 

Negeri Sipil terutama pada ayat 6 dimana pada pasal ini disebutkan 

babwa kenaikan pangkat untuk pegawai tugas belajar hanya diberikan 

selama tidak melampaui pangkat atasan langsung. 

N.2 Pembahasan 

N.2.1 Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Aparatur di 

Kabupaten Kotawaringin Barat 

Perencanaan pengembangan sumber daya aparatur di Kabupaten 

Kotawaringin Barat merupakan perencanaan yang cukup baik karena 

telah melalui empat tahapan perencanaan sumber daya manusia 

seperti yang dikutip dari Ulferts. Eta! (1997, Tri Leny 

Kusumaningsih, 2012, p.55) yaitu: 

( 1) Menilai kapasitas sumber day a manusia saat ini (assessing the 

current human resource capacity) 

(2) Meramalkan kebutuhan sumber daya manus1a (forecasting 

human resource requirement) 

(3) Analisis kesenjangan (gap analysis) 

(4) Mengembangkan strategi sumber daya manus1a yang 

mendukung strategi organisasi (developing human resource 

strategies to support organization strategies) 

Dalam membuat perencanaan pengembangan sumber daya 

aparatur Kabupaten Kotawaringin Barat banyak dipengaruhi oleh 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nom or 75 Tabun 
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2004 tentang pedoman perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan 

beban keija dalarn rangka penyusunan formasi pegawai negeri sipil 

terutama pada tahap penilaian kapasitas surnber daya aparatur, 

peramalan kebutuhan pegawai hingga analisis kesenjangan. Hal ini 

terbukti. dengan penggunaan format - format bezetting dan peraturan 

terse but. 

IV.2.1.1 Menilai Kapasitas Sumber Daya Aparatur Saat Ini 

Dalam membuat perencanaan pengembangan surnber daya 

aparatur, pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang dalarn hal 

ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Barat, telah membuat penilaian kapasitas pegawai. 

Penilaian kapasitas pegawai ini dilakukan secara keseluruhan dengan 

menggunakan pedoman yang diatur dalarn Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 75 Tahun 2004. Penggunaan 

Format Daftar Jabatan adalah merupakan refleksi dari Tabel 1. Daftar 

Jabatan dari Lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor 75 Tahun 2004. 

Demikian pula dengan format Daftar Pegawai menurut Jabatan 

yang digunakan untuk menganalisa kesesuaian antara kapasitas 

pegawai dibandingkan dengan kualifikasi jabatan yang dipegang pada 

saat itu. Format tersebut menggunakan format tabel 2 Daftar Pegawai 

menurut jabatan pada Larnpiran Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor 75 Tahun 2004. 
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Dikarenakan sudah adanya aturan yang menjadi pedoman untuk 

penilaian kapasitas sumber daya aparatur, Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten tinggal menjalankan sesuai dengan petunjuk yang berlaku. 

Penilaian juga menjadi lebih obyektif dan efektif karena penilaian 

dilakukan dengan dua metode yaitu berdasarkan pendidikan formal 

dan penilaian dengan tes kompetensi. Tes kompetensi dilakukan untuk 

menilai kapasitas pegawai sehingga pengangkatan pegawai dalam 

jabatan akan dapat ditingkatkan obyektifitasnya. 

Sehingga, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Kotawaringin 

Barat sudah mengawali tahapan perencanaan pengembangan sumber 

daya aparatur dengan baik dalam upaya pencapaian visi dan misi 

daerah sebagaimana menurut saydam (2006, p.38) bahwa perencanaan 

sumber daya manusia berarti langkah - langkah yang akan dilakukan 

dalam pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi atau 

perusahaan, yaitu berupa pengadaaan sumber daya manusia yang tepat 

melaksanakan pekeljaan yang tepat, dalam waktu yang tepat, sebagai 

upaya dalam pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

N.2.1.2 Meramalkan Kebutuhan Sumber Daya Aparatur 

Pada tahap meramalkan kebutuhan sumber daya aparatur, 

Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan dengan baik pada 

proses perencanaan pengembangan pegawai. Hal ini sesuai dengan 

proses penerimaan tenaga kerja oleh Mikovich dan Nystom (1978, 
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Yoder, 1981, p.173) yang mendefinisikan bahwa " Perencanaan 

tenaga keija adalah proses peramalan, pengembangan, 

pengimplementasian dan pengontrolan yang menjamin perusahaan 

mempunyai kesesuaian jumlah pegawai, penempatan pegawai secara 

benar, waktu yang tepat, yang secara otomatis tetap bermanfaat. 

Tidak hanya pada tahap menilai kapasitas sumber daya aparatur 

saat ini saja, namun pada tahap merama1kan kebutuhan sumber daya 

aparatur, pemerintah kabupaten Kotawaringin Barat juga 

menggunakan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 75 Tahun 2004 sebagai pedoman dan menggunakan format­

format yang terdapat pada bagian Lampiran dari Keputusan Menteri 

tersebut. 

Format Perkiraan Perubahan Komposisi Pegawai dan Format 

Perkiraan Persedian Pegawai merupakan adopsi dari Lampiran 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 75 tahun 

2004 yaitu Tabe1 3 Perkiraan Perubahan Komposisi Pegawai dan 

Tabel4 Perkiraan Persediaan Pegawai. 

Peramalan kebutuhan sumber daya aparatur dilakukan dengan 

mempertimbangkan : 

I. Trend masa lalu (data dan informasi dari beberapa tahun terakhir). 

2. Memperhatikan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. 

3. Memperhatikan perkembangan teknologi. 
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IV.2.1.3 Analisis Kesenjangan 

Tahap ketiga yang dilakukan pada perencanaan adalah 

menganalisis kesenjangan. Demikian pula tahapan yang dilakukan 

oleh BKD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menyusun 

perencanaan pengembangan sumber Daya Aparatur adalah dengan 

membandingkan antara ramalan kebutuhan pegawa1 beserta 

kompetensinya dengan ketersediaan sumber daya yang ada pada saat 

In!. 

Kekurangan dan kelebihan pegawai digunakan sebagai acuan 

dalam proses perencanaan pengadaan program pendidikan dan 

pelatihan serta mutasi pegawai dalam rangka pengembangan sumber 

daya aparatur. Hal ini disebabkan karena dalam kondisi kekurangan 

maupun kelebihan pegawai akan membuat kineJ.ja tidak efektif dan 

efisien. 

Dari jumlah kesenjangan yang ditemukan dan diinventarisasi 

oleh BKD Kabupaten Kotawaringin Barat kemudian disajikan pada 

sidang yang dilaksanakan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan 

Kepangkatan. Dalam rapat ini dibahas secara tertutup mengenai 

perencanaan penempatan pegawai dalam mutasi, promosi serta 

kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang kemudian diajukan kepada 

Bupati untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan. 

84 

43046.pdf



IV.2.1.4 Mengembangkan Strategi Sumber Daya Aparatur yang 

mendukung Visi dan Misi Daerah 

Deugau telah dilaksanakannya tahap - tahap perencanaan 

pengembangan sumber daya aparatur, kemudian tahap berikutnya 

adalah mengembangkan strategi sumber daya aparatur yang 

mendukung visi dan misi daerah. Kabupaten Kotawaringin Barat 

mengembangkan beberapa strategi antara lain menjalin kerjasama 

dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan 

(BPKP) Perwakilan Kalimantan Tengah. Dengan adanya keijasama 

ini diharapkan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Kotawaringin Barat 

dapat dilaksanakan dengan baik terutama percepatan pemahaman dan 

pelaksanaan Undang - Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 

2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 

Kemudian bersama dengan Badan Diklat Propinsi Kalimantan 

Tengah, Jawa Tengah dan Jawa Timur menyelenggarakan diklat 

struktural, fungsional dan juga diklat teknis. Pengembangan sumber 

daya aparatur merupakan keharusan mutlak bagi suatu organisasi 

dalam menghadapi tuntutan tugas sekarang dan terutama untuk 

menjawab tantangan masa depan (Siagian, 1996, p.182) 
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IV.2.2 Faktor Pendorong Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Aparatur 

di Kabupaten Kotawaringin Barat 

(1) Faktor Pendorong Internal 

a.Anggaran 

Walaupun tidak dapat dianggap sebagai penentu suatu 

keberhasilan perencanaan, namun anggaran memegang peranan 

penting sebagai faktor yang dapat mempengarubi kualitas perencanaan 

pengembangan sumber daya aparatur. Karena tanpa didukung dengan 

pendanaan yang cukup tidak akan dapat diperoleh suatu perencanaan 

kualitas yang baik akan pengembangan sumber daya aparatur. 

Salah satu sumber daya modal dalam suatu usaha adalah uang 

sebagaimana dikutip dari Scheiedland (1998, Riyanto 2001, p.l7) 

bahwa modal dapat berupa uang maupun barang. Sehingga untuk 

menjalankan perencanaan pengembangan sumber daya aparatur 

dibutuhkan pendanaan yang cukup. Demikian sebagaimana 

disebutkan oleh Kepala BKD Kabupaten Kotawaringin Barat. 

b. Sarana dan Prasarana 

Pembangunan sarana dan prasarana yang cukup merupakan 

salah satu bentuk faktor pendorong dalam perencanaan pengembangan 

sumber daya aparatur. Penyediaan gedung yang cukup untuk 

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan akan membuat perencanaan 

pengembangan sumber daya aparatur lebih efektif dan efisien karena 

dana yang digunakan menjadi lebih rendah atau dengan dana yang 
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sama dapat digunakan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan 

kepada lebih banyak pegawai dalam waktu yang sama. 

Sarana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

perencanaan sumber daya manusia menurut Handoko (1986, pp.55-

57) yaitu perluasan usaha. Keputusan manaJemen dalam 

mengembangkan sarana dan prasarana diktat adalah salah satu usaha 

dari peningkatan efektifitas dan efisiensi anggaran sehingga anggaran 

yang ada dapat digunakan lebih dari sebelurn adanya pengembangan 

sarana dan prasarana. 

c. Komitmen Pemerintah 

Dengan Instruksi Bupati Kotawaringin Barat kepada Kepala 

Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk membuat 

telaah perencanaan pengembangan sumber daya aparatur kesehatan 

dan pendanaan yang cukup telah membuktikan adanya komitmen 

yang kuat dari pemerintah dalam merencanakan pengembangan 

sumber daya aparatur. 

Sebagaimana disebutkan oleh Robbins, Stephen dan Coulter 

(2004) bahwa sebuah perencanaan yang baik harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut : 

(1) Realistis artinya apa yang dirumuskan organisasi sesuai dengan 

fakta dan wajar untuk dicapai dalam kondisi tertentu yang 

sedang dan akan dihadapi . 

87 

43046.pdf



(2) Logis dan Rasional, artinya apa yang dirumuskan dapat diterima 

oleh aka! dan oleh sebab itu maka perencanaan tersebut dapat 

dij alankan. 

(3) Fleksibel, bahwa perencanaan yang baik diharapkan dapat 

beradaptasi dengan perubahan dimasa yang akan datang, tapi 

bukan berarti perencanaan dapat diubah seenaknya. 

( 4) Kompherensif artinya menyeluruh dan mengakomodasi aspek -

aspek yang terkait langsung dengan organisasi. 

(5) Komitmen, artinya perencanaan yang baik harus merupakan dan 

melahirkan komitmen terhadap seluruh anggota organisasi untuk 

bersama- sama berupaya mewujudkan tujuan organisasi. 

Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin 

Barat sangat mendukung perencanaan pengembangan sumber 

daya aparatur hila didasarkan dari teori diatas. 

(2) Faktor Pendorong Eksternal 

(a) Peraturan Pemerintah 

Perintah untuk membuat perencanaan jangka panJang dan 

menengah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sangat 

efektif dalam memberikan pengaruh positif dalam perencanaan 

pengembangan sumber daya aparatur di Kabupaten Kotawaringin 

Barat. 
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Peraturan Pemerintah merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia menurut 

Handoko (1988, p.55-57) yaitu Kontrol Sosial, politik dan hukum. 

Peraturan pemerintah sering kali berpengaruh terhadap 

perencanaan sumber daya aparatur. 

IV.2.3 Faktor penghambat perencanaan pengembangan somber daya aparatur di 

Kabupaten Kotawaringin Barat 

(1) Faktor penghambat internal 

Tenaga perencana yang cukup secara jumlah, namun kurang secara 

kompetensi 

Richard M. Steers (1985,p.8) terdapat empat faktor yang 

mempengaruhi efektifitas suatu organisasi yang dapat diadopsi dalam 

faktor yang mempengaruhi perencanaan pengembangan sumber daya 

aparatur, yaitu : 

1) Karakteristik organisasi 

2) Karakteristik lingkungan 

3) Karakteristik Pekeij a 

4) Karakteristik Manajemen 

Oleh karena itu kekurangan tenaga perencana dalam hal kompetensi 

akan berpengaruh secara negatif dalam efektifitas perencanaan 

pengembangan sumber daya aparatur di Kabupaten Kotawaringin Barat. 
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(2)Faktor pengbambat eksternal 

a. Undang- undang baru belum memiliki petunjuk pelaksanaan 

Undang - undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara belum memiliki peraturan pelaksana di 

bawahnya Undang - undang ini sangat diharapkan dapat mewujudkan 

reformasi birokrasi . Namun karena belum merniliki peraturan pelaksana 

di bawahnya maka tidak dapat dilaksanakan seluruhnya. Hal ini 

menyebabkan para perencana pengembangan surnber daya aparatur 

menemui kesulitan dalam menentukan dasar perencanaan. Regulasi 

Pemerintah juga dapat menjadi salah satu faktor penghambat dalam 

perencanaan surnber daya manusia menurut Handoko (1986, pp 55-57) 

yaitu Kondisi Sosial, Politik dan Hukum. 

b. Persediaan pegawai menurut golonganlruang 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang 

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil terutama pada ayat 6 sangat 

menghambat perencanaan pengembangan surnber daya aparatur. Hal 

tersebut disebabkan karena pegawai yang memiliki kompetensi dan 

memiliki kemauan untuk mengikuti tugas belajar tidak dapat berkembang 

hanya karena memiliki atasan langsung yang memiliki pangkat yang 

sama dengan dirinya. Kasus tersebut akan menurunkan kinerja pegawai 

berprestasi. 

Selain itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 

Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil juga 
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sangat menghambat perencanaan pengembangan sumber daya 

aparatur yaitu pada ayat 33. Dengan mengacu pada peraturan tersebut, 

penempatan pejabat dengan kompetensi tinggi sangat terbatas karena 

adanya calon bawahan yang berpangkat diatasnya. 

Oleh karena itu Undang - undang Republik Indonesia Nomor 5 

Tahun 2014 diharapkan segera dapat dilaksanakan. Undang- undang 

baru ini diharapkan dapat memperbaiki kekurangan - kekurangan 

yang ada pada undang - undang lama. Kenaikan pangkat ataupun 

jabatan pada Undang- undang ini lebih didasarkan pada kompetensi 

pegawai. Handoko (1986, pp 55-57) juga menyebutkan bahwa 

persediaan karyawan juga merupakan faktor yang mempengaruhi 

dalam perencanaan sumber daya manusia. Termasuk didalarnnya 

persediaan karyawan dengan kriteria tertentu. 

IV.2.4. Perbandingan Kondisi Saat ini dengan yang diharapkan 

Keadaan perencanaan pengembangan sumber daya aparatur di 

Kabupaten Kotawaringin Barat yang ada pada saat ini merupakan 

rangkaian dari perencanaan yang dibuat pada saat penyusunan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode 

tahun 2005-2025. Yaitu perencanaan dengan berdasarkan Undang­

undang kepegawaian lama yakni Undang - Undang Nomor 43 tahun 

1999. Dalam perencanaan ini tujuan yang ingin dicapai adalah 

tercapainya visi dan misi daerah. 
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Namun untuk kedepannya, dengan adanya Undang -undang 

nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, diharapkan akan 

teijadi perubahan secara mendasar menuju kepada kesempuruaan 

manajemen kepegawaian termasuk juga dalam bidang perencanaan 

pengembangan sumber daya aparatur. Aparatur Sipil Negara 

diwajibkan untuk memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas 

dan fungsinya secara kreatif dan inovatif serta memiliki inisiatif yang 

tinggi agar dapat memenuhi tuntutan daerah dan tantangan global. 

Dengan pelaksanaan UU ASN terbuka peluang untuk menempatkan 

pejabat (administrator) terbaik sesuai dengan pasal 16, dimana 

disebutkan bahwa jabatan tersebut ditentukan sesuai dengan 

kompetensi yang dibutuhkan. Untuk itu pemerintah juga harus selalu 

meningkatkan kemampuan serta motivasinya sehingga kineija 

pegawai dapat dioptimalkan. 

Disamping itu peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

yang seharusnya mencakup perencanaan seluruh aspek dalam 

pembangunan sampai saat ini lebih berfungsi sebagai koordinator. 

Sehingga perencanaan- perencanaan yang diajukan oleh Satuan Keija 

Perangkat Daerah kurang mendapatkan evaluasi kecuali untuk 

kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan anggaran daerah. 

Padahal di Kabupaten Kotawaringin Barat belum memiliki pegawai 

dengan kompetensi sebagai perencana yang tersebar di seluruh Satuan 

Keija Perangkat Daerah. Dengan demikian Badan Perencanaan 
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Pembangunan Daerab kurang dapat mengantisipasi perencanaan yang 

gaga! atau perencanaan yang kurang optimal. 
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V.l Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Akhir dari suatu penelitian adalah ditariknya suatu kesimpulan yang diambil 

dari basil penelitian dan pembahasannya kemudian memberikan saran kepada pihak 

yang berkepentingan sebagai bahan masukan dan evaluasi perencanaan yang 

dimaksud serta bahan pertimbangan dalam pembuatan perencanaan berikutnya. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Perencanaan pengembangan smnber daya aparatur di Kabupaten Kotawaringin 

Barat merupakan perencanaan yang cukup baik dan telah melalui tahap - tahap 

sebagai berikut : 

a. Menilai kapasitas smnber daya aparatur saat ini 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat melibatkan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal pengumpulan data dan 

informasi untuk keakuratan data yang dibutuhkan. Kemudian data dan 

informasi tersebut diolah dan dianalisa untuk menilai kapasitas smnber 

daya manusia dengan berpedoman pada Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 75 Tahun 2004 tentang Pedoman 

Perhitungan Kebutuhan Pegawai berdasarkan beban kerja dalam rangka 

penyusunan formasi pegawai negeri sipil. 
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b. Meramalkan Kebutuhan Sumber Daya Manusia 

Untuk meramalkan kebutuban sumber daya aparatur Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat juga berpedoman pada Keputusan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 75 Tahun 2004 tentang 

Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai berdasarkan Behan Keija 

dalam rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil. Namun ada juga 

beberapa standar yang telah ditetapkan beberapa kementerian untuk 

standar jumlah pegawai yang harus dimiliki oleh Satuan Keija Perangkat 

Daerah. 

c. Analisis Kesenjangan 

Analisis kesenjangan dilakukan dengan membandingkan kebutuhan 

pegawai dengan ketersediaan pegawai pada saat ini. Kebutuhan pegawai 

dapat diambil dari peramalan yang dilakukan pada tahap sebelumnya atau 

standar yang telah ditetapkan oleh Instansi induk. 

d. Mengembangkan strategi sumber daya aparatur yang mendukung visi dan 

misi daerah 

2. Faktor pendorong perencanaan pengembangan sumber daya aparatur di 

Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 

Faktor Pendorong Internal 

a. Jumlah dana yang cukup yang dianggarkan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. 

b. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai berupa gedung dan ruang 

pertemuan untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 
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c. Komitmen pemerintah yang mendukung perencanaan pengembangan 

sumber daya aparatur dengan anggaran untuk tugas belajar. 

Faktor Pendorong Eksternal 

Mandat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan daerah yang mewajibkan setiap daerah memiliki dokumen 

perencanaan pembangunan daerah. 

3. Faktor penghambat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Aparatur di 

Kabupaten Kotawaringin Barat adalah : 

- Faktor penghambat internal 

Tenaga perencana sumber daya aparatur yang telah cukup dalam hal 

jumlah namun masih kurang dalam segi kompetensi 

- Faktor penghambat eksternal 

a. Adanya perubahan undang - undang yang mengatur tentang 

kepegawaian yaitu Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara namun belum ada aturan dibawahnya yang 

menjadi petunjuk pelaksanaan undang- undang baru tersebut. 

b. Penjenjangan Jabatan Struktural yang mensyaratkan seorang pejabat 

harus memiliki golongan/ruang yang sama atau lebih tinggi dari 

bawahannya menjadi kesulitan dalam menempatkan sumber daya 

terbaik untuk menduduki suatujabatan. 
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V.2 Saran 

Penelitian ini telah dilaksanakan secara menyeluruh dengan cara bertahap dan 

dilakukan penggalian data secara mendalam dengan metode penelitian sesuai dengan 

teori yang digunakan. Kemudian dari basil penelitian tersebut telah dilakukan 

analisis dan pembahasan seperti yang dipaparkan pada Bab IV. Saran diberikan agar 

penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembangunan daerah yaitu sebagai 

bahan evaluasi ataupun masukan untuk menyempurnakan penyusunan yang akan 

datang. 

Terdapat beberapa hal yang dapat penulis kemukakan sebagai saran bagi 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sehubungan dengan Perencanaan 

Pengembangan Sumber Daya Aparatur di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 

sebagai berikut : 

1. Pemerintah diharapkan untuk menambah tenaga perencana sumber daya 

aparatur dalam segi kuantitas maupun kompetensi dimana hal ini dapat 

dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada sumber daya 

yang ada untuk ditempatkan pada posisi perencana. Dengan demikian 

kualitas perencanaan yang dibuat semakin meningkat serta lebih efektif dan 

efisien dalam mencapai tujuan pembangunan melalui pengembangan sumber 

daya aparatur. 

2. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menerapkan Undang -Undang No.5 

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam perencanaan 

pengembangan sumber daya aparatur untuk mencegah ketidakpastian tenaga 
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perencana untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan perencanaan 

pengembangan sumber daya aparatur. 

3. Pemerintah Daerah diharapkan untuk segera melaksanakan perencanaan 

pengembangan sumber daya aparatur sesuai dengan Undang - Undang 

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sesuai dengan petunjuk 

pelaksanaan yang ada sehingga dalam perencanaan mutasi dan penempatan 

dalam jabatan akan berdasarkan kompetensi sehingga tidak lagi 

terpengaruh/terhambat karena golonganlruang seorang pegawai. 
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Tabel4.1 Contoh Fonnulir I Tabel Daftar Jabatan Badan Kepegawaian Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat 

DAFTAR JABATAN 
Unit Keria : RSUD Sultan Imanudin Kab. Kotawarinein Barat 

No 
Nama Ikhtisar Tugas Sylirat Jabatan 
Jabatan Pendidikan Pelatihan Pengalaman Keablian Keteramoilan 

I Direktur Memimpin 82 Diklatpirn Kepala Kesehatan Komunikasi, 
dan Managemen ill Puskesmas Kepemimpinan 
melaksanakan RS/Magister 
fungsiRS Kesebatan 
sebagai pusat 
pelayanan 
kesehatan 

2 Kepala Menjalankan S! Diklatpirn Kearsipan Komunikasi 
Sub fungsi Manajemen IV dan tala 
Bagian ketatansabaan /Hukum!Kes naskab 
Tata ehatan dinas 
Usaba Masvarakat 

3 

4 

5 

6 
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Tabel 4.2 Contob Formulir I Tabel Daftar Pegawai menurut Jabatan Badan 
Kepegawaian Daerab Kabupaten Kotawaringin Barat 

Jabatan Pegawai Kualifikasi 

No Nama Nama Diangkat Pensiun Pdd Pelatihn Pen gal Keahl Ketram 

1 Direktur X 1987 2015 S2 Diklatpim Kepala Kesehatan 
Magister Puskesmas 
Kesehatan m 

2 KaSubbag y 1995 2023 Sl Hukum DikJatpim 

TU 
rv 

3 

4 

5 

6 

Sumber Data : Badan Kepegawman Daerah Kabupaten Kotawanngm Barat Tahun 2016 
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Tabel4.3 Contoh Tabel Perkiraan Perubahan Komposisi Pegawai Badan 
Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

No 
1 
2 

Dst 

Perkiraan Perubahan Komposisi Pegawai 
Tahun 2016 s/d 2017 

Unit Kerja RSUD Sultan Imanudin Kabupaten Kotawaringin Barat 

Jabatan 
Pegawai yang ada 

Pensiun Promosi Mutasi 
Nama 2016 2017 2016 2017 2016 2017 
Direktur I - I - - - -
Kasubag I - - - - - 1 
TU 
Dst Dst Dst Dst Dst Dst Dst Dst 

Sumber Data : Badan Kepegawman Daerah Kabupaten Kotawanngm Barat 

Tabel 4.4 Contoh Tabel Perkiraan Persediaan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat 

No 

I 
2 
Dst 

Perkiraan Persediaan Pegawai 
Tahun 2016 s/d 2017 

Unit Kerja RSUD Sultan Imanudin Kabupaten Kotawaringin Barat 

Nama Jabatan Pegawai yang ada Persediaan 
2016 2017 

Direktur I I 0 
Kasubai!TU 1 1 0 

Dst Dst Dst Dst 
Sumber Data: Badan Kepegawruan Daerah Kabupaten Kotawanngm Barat Tahun 2016 

Tabel4.5 Daftar Keseimbangan Kebutuhan dan Persediaan Tahun 2016 
Unit Kerja RSUD Sultan lmanudin Kabupaten Kotawaringin Barat 

No NamaJabatan Persediaan Kebutuhan Kelebihan Kekuranaan 
I DokterUmum 8 3 5 0 
2 Dokter Gil!i I I 0 0 
3 Keoerawatan 14 16 0 2 
4 Kefarmasian 2 I I 0 
Dst Dst Dst Dst Dst Dst 

Sumber Data : Badan Kepegawruan Daerab Kabupaten Kotawanngm Barat 2016 
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